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ABSTRACT 

The implementation of fiscal decentralization and regional autonomy policies has been 

implemented since early 2001, where the central government transferred authority to 

regional governments to optimize and manage their regional potential. The implementation 

of this policy has several problems, one of which is differences of opinion in the use of the 

balancing fund. For this reason, this study aims to determine the effect of General Allocation 

Fund (DAU), Regional Original Income (PAD) and Regional Work Unit Financial Reports 

(SKPD) on District / City Regional Expenditures in East Java Province 2015 to 2019, using 

Purposive sampling technique and use multiple linear regression analysis with Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), the data used is secondary data from relevant data 

sources. The results showed that there was no flypaper effect on regional spending. The 

general allocation fund, regional revenue, and regional work units significantly influence 

regional spending. 

Keywords: flypaper effect, general allocation funds, local revenue, regional work units, 

regional spending. 

 

ABSTRAK 

Implementasi desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah dilaksanakan sejak 

awal tahun 2001, dimana pemerintah pusat memindahtangankan wewenang ke pemerintah 

daerah untuk mengoptimalkan dan mengelola potensi daerahnya. Penerapan dari kebijakan 

ini terdapat beberapa permasalahan, salah satunya perbedaan pendapat dalam penggunaan 

dana perimbangan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana 

Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2015 sampai 2019, dengan menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan Paket Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS), data yang 

digunakan adalah data sekunder dari sumber data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak adanya fenomena flypaper effect pada belanja daerah. Dana alokasi umum, 

pendapatan asli daerah, serta satuan kerja perangkat daerah secara signifikan mempengaruhi 

belanja daerah. 

Kata kunci: flypaper effect, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, satuan kerja 

perangkat daerah, belanja daerah. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang 

sangat pesat, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik. Dimana era baru membawa 

perkembangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah. 

Yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Adapun Undang-

Undang ini dikeluarkan dengan harapan dapat mencakup keseluruhan peraturan terkait tata 

Kelola keuangan pemerintah, baik itu lembaga keuangan daerah atau pun keuangan negara. 

Aset daerah berupa sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dikelola secara 

mandiri, efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah tersendiri 

tanpa harus mengandalkan keuangan dari atasan tertinggi atau dana dari pemerintah pusat. 

Sehingga memberikan dampak menumbuhkan kesejahteraan di masyarakat daerah dalam 

segala aspek. 

Awal dari implementasi desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah yaitu 

dimulai pada awal tahun 2001. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 untuk 

melaksanakan wewenang pemerintah daerah (PEMDA), pemerintah pusat akan 

mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan bagian daerah  dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari 

sumber daya alam dan pajak. Selain itu, sumber pendanaan lainnya berupa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Diantara sejumlah dana 

perimbangan yang telah dijelaskan, Dana Alokasi Umum dirasa lebih banyak digunakan 

dan lebih fleksibel, sehingga penggunaan yang tepat dalam pemanfaatannya yang optimal, 

DAU benar-benar dapat menjadi pendorong perekonomian daerah. 

Ciri kemandirian daerah dapat dilihat dari PAD yang dimiliki oleh setiap daerah, 

namun masih banyak daerah yang masih menggantungkan sumber pendanaan daerahnya 

pada dana transfer. Perbandingan proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih relatif 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan daerah lainnya, termasuk PAD. Dana 

Alokasi Umum ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat dilihat dari segi 

perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memahami fungsi DAU, dimana 

pemerintah pusat mentransfer dana untuk menyama ratakan keuangan antar daerah. 

Sedangkan dari pemerintah daerah memahami pemberian transfer dana ini dengan tujuan 

untuk mencukupi kebutuhan daerah. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman sehingga 

menyebabkan pemerintah daerah merespon dana belanja daerah lebih tinggi dari pada 

transfer dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum yang seharusnya dari 

Pendapatan Asli Daerah sendiri atau lebih dikenal dengan sebutan flypaper Effect 

(Wahyuni dan Supheni, 2017). 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpengaruh terhadap 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Teori 

Otonomi Daerah 

UU No.23 Tahun 2014, menjelaskan bahwasannya daerah memiliki wewenang penuh 

atas kepentingan pengelolaan. Mengelola seluruh kepentingan masyarakat daerah 

berdasarkan prakarsa sendiri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dilandasi oleh 

peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dari otonomi daerah dilakukan menurut asas 

desentralisasi yang artinya penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah secara otonom dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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(NKRI). Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasi dan memantau perkembangan dari setiap 

daerah dalam hal pertumbuhan perekonomian serta untuk mengetahui pertumbuhan dan 

penurunan dari tingkat pendapatan daerah hal ini akan memberikan pengaruh yang besar 

pada terlaksananya otonomi daerah. 

 

Desentralisasi 

Berdasarkan UU No.23 Tahun  2014  bahwa  Desentralisasi merupakan pemberian 

kekuasaan kepemerintahan dari pusat ke daerah otonom dengan maksud untuk menata dan 

menyelesaikan semua permasalahan yang ada di pemerintah dengan sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Menoleh antara keterkaitan dampak-dampak dari pelayanan 

publik, secara garis besar desentralisasi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu; 1) 

Desentralisasi Politik, yang berhubungan dengan perlimpahan seluruh kebijakan yang 

akan diambil oleh pemerintah daerah dalam segala aspek kegiatannya termasuk 

penerapan standar dan berbagai peraturan-peraturan yang ada. 2) Desentralisasi 

Administrasi, berhubungan dengan retribusi atau perpindahan kekuasaan, tanggung jawab 

dan sumber daya diberbagai tingkatan yang ada di pemerintahan. Hal ini bisa lebih efektif 

dengan syarat kapasitas yang ada harus cukup memadai beriringan dengan kelembagaan 

yang cukup baik pula. 3) Desentralisasi Fiskal, yang berhubungan dengan kewenangan 

untuk menggali sumber-sumber pendapatan, merancang pengeluaran belanja rutin serta 

investasi, dan hak untuk mendapatkan transfer dana dari pemerintahan tertinggi. 

 

Dana Alokasi Umum  

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana pemerintah yang ditransferkan 

dari penerimaan APBN ke pemerintah  daerah.  Tujuan pengalokasian adalah  untuk 

meratakan tingkat keahlian daerah dalam hal penyediaan dana ke daerah. Menurut Pasal 

14 Peraturan tentang Pengelolaan Dana Perimbangan Pemerintah tahun 2000, DAU 

mempunyai dua tujuan, yaitu: (1) Pembagian yang adil, yaitu pemerintah pusat 

membagikan pendapatan  secara adil dan merata untuk kepentingan berbagai daerah serta 

menjamin tidak terdapat ketimpangan antar daerah. Meskipun (2) berkecukupan, namun 

harus ada cukup ruang untuk mengisi kesenjangan finansial yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor, antara lain: standar pelayanan minimal (SPM), beban dan kewenangan 

(Mardiasrno, 2018). 

 

Pendapatan Asli Daerah 

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal salah satu wujudnya yaitu memberikan dana-

dana penerimaan bagi daerah dari potensi dan sumber aset  dari daerah itu sendiri sehingga 

dapat menghasilkan pemasukan pendapatan. Wewenang daerah untuk memungut pajak 

dan retribusi diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan terdapat 4 jenis kelompok, diantaranya: hasil 

pendapatan pajak daerah, hasil pendapatan retribusi daerah, hasil pendapatan perusahaan 

milik daerah dan hasil pendapatan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, 

dan lain-lain PAD yang sah. 

Minimnya pemasukan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu 

kendala utama yang harus Pemerintah Daerah hadapi dalam melaksanakan otonomi 

daerah. PAD dengan proporsi yang rendah menyebabkan pemerintah daerah memiliki 

derajat yang rendah pula dalam mengatur keuangan daerahnya. Dari Dana Perimbangan, 

terutama Dana Alokasi Umum yang akan membiayai sebagian besar pengeluaran, baik 

rutin maupun pembangunan. Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, yaitu 

menggunakan cara alternatif dalam jangka waktu pendek dengan menggali dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah tidak boleh mengandalkan 

ataupun bertumpu pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota 

saja tetapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dan melaporkan hasil 

posisi laporan keuangannya dan selanjutnya akan dikoordinasikan bersama Bagian 

Keuangan yang sudah diatur dalam Permendagri. Sedangkan menurut Permendagri No.13 

Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan pasal 264) membahas mengenai prosedur 

akuntansi SKPD meliputi beberapa proses yang dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, 

selanjutnya berakhir pada proses pelaporan keuangan untuk pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD secara komputerisasi maupun secara manual. Prosedur akuntansi 

pengeluaran kas, penerimaan kas, akuntansi aset dan akuntansi selain kas juga diatur 

didalam Permendagri No.13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan 264).  

 

Belanja Daerah 

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah 

merupakan pengurangan nilai aset atau kekayaan bersih daerah dalam satu periode tahun 

anggaran yang sedang berlangsung dan sudah menjadi kewajiban semua daerah. Dalam  

APBD,  belanja pemerintah daerah di kelompokkan menjadi berikut ini: Belanja modal, 

belanja operasional dan belanja tak terduga. Sedangkan menurut Permendagri No.13 

Tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tak 

langsung. 

 

Flypaper Effect 

Flypaper Effect (efek kertas layang) merupakan kondisi dimana pemerintah daerah 

merespon (anggaran belanja) melebihi dari dana transfer (grants) pada saat 

menggunakannya yang diproksikan dengan DAU dari pada diproksikan dengan PAD yang 

menggunakan kemampuannya sendiri. Sehingga istilah flypaper effect digunakan saat 

pemerintah menggunakan anggaran dana alokasi umum lebih besar dalam 

penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan daerah dari pada menggunakan 

pendapatan asli daerahnya. Situasi ini akan memberikan dampak yang serius mengenai 

meningkatnya suntikan dana untuk belanja daerah itu lebih besar dari pada penerimaan 

pendapatan daerah sendiri. 

 

Kerangka Konseptual 

Sesuai dengan penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian, maka dapat kita buat 

kerangka konseptual sebagai berikut: 

                          



E-JRA Vol. 10 No. 01 Februari 2021 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang 

 

62 

 

Hipotesis 

Sesuai dengan penjelasan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu maka 

hipotesis yang diajukan adalah : 

H1   : terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan 

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Belanja Daerah 

H2  : terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah 

H3 : terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah 

H4  : terdapat pengaruh antara Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

terhadap Belanja Daerah 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 

Hasil pengujian dari penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana 

datanya bersumber dari informasi yang bentuk bilangan-bilangan atau angka-angka, yang 

dilakukan dan diambil dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi 

Jawa Timur . Penelitian ini akan dilakukan mulai bulan 06 Juli 2020 sampai dengan 04 

Januari 2021. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang ada di penelitian ini yaitu seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada 

di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2019. sampel yang digunakan 

sebagai bahan penelitian, yaitu: 

 

a) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur menyampaikan Laporan 

Keuangan APBD dan SKPD dari tahun 2015-2019. 

b) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur mencantumkan data-data 

mengenai DAU, PAD, dan Anggaran Belanja Daerah dari Tahun 2015-2018 pada 

Laporan Keuangan SKPD yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana Laporan 

Keuangan dari DAU, PAD dan SKPD pada tahun 2015 akan mempengaruhi Belanja 

Daerah pada tahun 2016 dan seterusnya.   

 

Variabel Penelitian Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi: 

a. Dana Alokasi Umum  

Menurut Halim (2016), Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer  yang diberikan  

pemerintah  pusat ke pemerintah daerah yang bersifat umum dan digunakan untuk 

mengatasi ketimpangan sosial yang horizontal sehingga didapat  pemerataan  keuangan  

antar  daerah. Bentuk pengukuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) berupa jumlah rupiah 

(Rp). Dasar alokasi untuk Kabupaten/Kota dapat dihitung menggunakan rumus 

perhitungan dari DAU, sebagai berikut: 

 

 

 

 

b. Pendapatan Asli Daerah 

Untuk meningkatkan kemandirian dan menghadapi otonomi daerah, pendapatan 

asli daerah akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dari tingkat keberhasilan 

daerah yang mandiri. Pengukuran  dan  penilaian  terhadap  sumber-sumber PAD perlu 

di adakan untuk meningkatkan PAD agar sumber-sumber dari PAD dapat 

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) 
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dimaksimalkan secara berkesinambungan tanpa memperburuk sumber dari aset 

daerah. Adapun rumus dalam menghitung penerimaan daerah dalam kurun waktu yang 

bersangkutan antara lain : 

 

 

 

 

 

 

c. Satuan  Kerja Perangkat Daerah 

Untuk mengukur Laporan Keuangan SKPD yaitu menggunakan ukuran efisiensi, 

efektivitas dan ekonomi. Sedangkan efisiensi diukur menggunakan rasio antara output 

dengan input (Mardiasmo, 2018). Semakin besar hasil output yang dihasilkan dari pada 

input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) yaitu variabel yang ditimbulkan akibat adanya variabel 

bebas. Belanja Daerah menjadi variabel dependen (terikat) didalam penelitian ini. Belanja 

daerah dibagi menjadi dua bagian, belanja tidak langsung dan belanja langsung, untuk 

memudahkan penilaian rasionalitas biaya perencanaan dan kegiatan. Perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

 

Metode Analisis Data 

Kegunaan dari metode analisis data ini yaitu untuk menguji seberapa besar variabel 

bebas dapat mempengaruhi variabel dependen. Analisis ini diolah dengan menggunakan 

bantuan software SPSS. Persamaan regresi dalam penelitian ini di rumuskan dengan : 

 

 

 

Keterangan: 

Y  = Belanja Daerah 

α  = Konstanta 

β  = Koefisiensi Regresi 

DAU = Dana Alokasi Umum  

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah 

e  = eror 

  

PAD =  Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang 

sah 

𝐸𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

Belanja Daerah = Anggaran Belanja Tidak Langsung + 

Anggaran Belanja Langsung 

Y = α + β1 DAU + β2 PAD + β3 SKPD + e… 

β1 β1 + 
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PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Proses uji statistik deskriptif ini menggunakan dokumen annual report yang dilakukan 

pada periode 2015 sampai 2019 dengan jumlah sampel atau N sejumlah 70 data. Hasil 

analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAU 152 11,1315 12,6966 11,839398 ,2783237 

PAD 152 11,0180 12,7128 11,596899 ,3554638 

SKPD 128 ,0001 4,2481 ,286194 ,4394584 

Belanja Daerah 152 11,8493 12,9126 12,287373 ,2071443 

Valid N (listwise) 
128         

 Sumber: Output SPSS, 2021 

 

Hasil Uji Normalitas 

Penggunaan dari uji normalitas ini untuk menguji antara variabel independen dan 

variabel dependen dapat terdistribusi secara normal atau tidak, dalam penelitian ini 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Pada variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai 

Kolmogorov-smirnov = 1,207 dan nilai signifikan = 0,109. Dapat disimpulkan bahwa nilai 

sig (0,109) > α (0,05) dapat dikatakan bahwa variabel dana alokasi umum terdistribusi 

secara normal. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai Kolmogorov-smirnov 

sebesar = 1,294 dengan signifikan = 0,070. Dari perhitungan spss ini menunjukkan nilai sig 

(0,070) > α (0,05) bisa kita nyatakan variabel pendapatan asli daerah terdistribusi secara 

normal. Sedangkan untuk variabel Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menunjukkan hasil 

Kolmogorov-smirnov sebesar 1,185 dan nilai signifikannya sebesar 0,121. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai sig (0,121) > α (0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel SKPD  

terdistribusi normal.  

Dari Hasil perhitungan spss, Variabel Belanja Daerah menunjukkan nilai Kolmogorov-

smirnov sebesar 0,901 dan nilai signifikannya sebesar 0,392. Hasil ini menunjukkan bahwa 

nilai sig (0,392) > α (0,05) dinyatakan terdistribusi normal. Maka hasil analisis diperoleh 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) variabel dependen dan independen > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang terdapat dalam hasil penelitian terdistribusi normal. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji F (Simultan) 

 
Dari tabel 4.7 dijelaskan untuk nilai Fhitung (264,696) memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,000 dimana < nilai α (0,05), jadi H0  ditolak  dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 
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variabel independen (variabel X) dari penelitian ini secara simultan dan signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel Y). 

 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

 

 
 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan besarnya R2 Square sebesar 0,865 (86,5%) variasi 

Belanja Daerah dapat dijelaskan dengan variasi dari ketiga variabel yaitu Dana Alokasi 

Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan sisanya 

yang sebesar 13,5% bisa menggunakan dari variabel-variabel yang lainnya dan tidak 

termasuk didalam variabel penelitian ini. 

c. Uji t ( Uji Parsial) 

 
 

Sesuai perhitungan dari pengolahan spss pada tabel 4.10 dapat kita lihat nilai tabel dari 

variabel PAD, DAU dan SKPD mempunyai nilai sig < dari 0,05 yang artinya variabel 

PAD, DAU dan SKPD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah. Hasil ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara DAU dan alokasi belanja daerah yaitu, alokasi DAU 

yang relatif besar diberikan terhadap pemerintah daerah yang mempunyai alokasi belanja 

daerah yang besar, peningkatan alokasi belanja daerah merupakan hal yang sangat penting 

untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja daerah 

semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Sehingga dapat dilihat dari hasil kinerja 

laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menjalankan tugasnya 

dengan baik, dapat dilihat dari hasil laporan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan 

sampai pengawasan laporan keuangan daerah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil 

dari penelitiannya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

semua variabel X yang ada dipenelitian ini secara keseluruhan (Dana Alokasi Umum, 

Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) berpengaruh terhadap 

variabel Y (Belanja Daerah). 
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2. Dari hasil pengujian yang dilakukan secara parsial atau uji t menunjukkan bahwa 

variabel X secara individu (Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau 

variabel Belanja Daerah.  

3. Sedangkan pengujian yang dilakukan secara parsial pada variabel DAU dan PAD 

dengan membandingkan hasil nilai antar kedua variabel, menunjukkan hasil bahwa 

tidak terjadi fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah. 

 

Keterbatasan 

  Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data penelitian diambil dari data sekunder dari 

situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK), dan tidak dilakukan 

(observasi) atau secara langsung sehingga hasil data yang diperoleh kurang maksimal untuk 

bisa diteliti dan diamati lebih dalam mengenai informasi-informasi anggaran keuangan 

daerah dan sumber-sumber pendanaannya. 

Saran 

Dari keterbatasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan populasi dari seluruh 

kabupaten/kota di Indonesia. 

2. Dapat menambahkan variabel-variabel lainnya sebagai variabel independen yang 

berkaitan  dengan Belanja Daerah, salah satunya DBH, DAK, dan  SiLPA.  
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